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Abstrak 
Big Data telah mengubah administrasi perpajakan dari organisasi yang terutama mengandalkan formulir 
dan pemeriksaan manual menjadi institusi berbasis data yang semakin mampu mengintegrasikan 
informasi, mendeteksi risiko, mempersonalisasi layanan, dan mendukung pengambilan keputusan 
secara lebih cepat. Dalam konteks Indonesia, transformasi ini memperoleh momentum baru melalui 
implementasi Coretax DJP sejak 1 Januari 2025 sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang 
mengintegrasikan registrasi, pelaporan SPT, pembayaran, layanan, pemeriksaan, dan penagihan. Artikel 
ini menjelaskan Big Data tidak semata sebagai volume data yang besar, melainkan sebagai kemampuan 
kelembagaan untuk mengelola volume, velocity, variety, veracity, dan value dari data perpajakan dan 
data pihak ketiga. Pembahasan mencakup arsitektur data, data governance, kualitas dan lineage data, 
integrasi identitas, third-party data, analitik risiko, deteksi anomali, segmentasi wajib pajak, prefilling, 
pelayanan berbasis data, integrasi dengan AI, cybersecurity, privacy, interoperability, dan kompetensi 
SDM. Perspektif internasional merujuk pada kerangka OECD Tax Administration 3.0 yang mendorong 
administrasi pajak semakin seamless dan terintegrasi dengan natural systems wajib pajak. Artikel 
mengusulkan kerangka “Data-to-Trust Tax Administration”: data dikumpulkan secara sah dan 
proporsional; distandarkan serta divalidasi; diubah menjadi insight; digunakan untuk tindakan yang tepat 
sasaran; dan dievaluasi berdasarkan fairness, efisiensi, serta kepercayaan publik. Transformasi Big Data 
yang berhasil tidak diukur dari jumlah data yang dikumpulkan, melainkan dari kemampuan mengurangi 
biaya kepatuhan, meningkatkan akurasi, menekan tax gap, mempercepat layanan, dan memperkuat 
legitimasi administrasi perpajakan. Di bagian akhir disajikan roadmap 2026–2035, Balanced Scorecard, 
agenda penelitian, dan implikasi bagi manajemen publik serta pendidikan tinggi. 

Kata Kunci 
Big Data; administrasi perpajakan; Coretax DJP; Tax Administration 3.0; data governance; data analytics; 
tax gap; compliance risk management; third-party data; prefilling; interoperability; cybersecurity; privacy; 
Indonesia 

1. Pendahuluan: Administrasi Pajak Memasuki Era Data 
Administrasi perpajakan pada dasarnya adalah organisasi informasi. Pemerintah perlu mengetahui 

siapa wajib pajak, aktivitas ekonomi apa yang dilakukan, berapa dasar pengenaan pajak, kapan kewajiban 
timbul, berapa yang telah dibayar, dan apakah pelaporan konsisten dengan fakta ekonomi. Pada masa 
administrasi berbasis kertas, informasi tersebut dikumpulkan secara periodik dan dianalisis dengan 
kapasitas manusia yang terbatas. Era digital mengubah kondisi tersebut secara radikal karena transaksi 
menghasilkan jejak data hampir setiap saat. 

Perbankan digital, sistem pembayaran, e-commerce, aplikasi akuntansi, e-invoicing, payroll, 
kepabeanan, dan berbagai layanan pemerintah menghasilkan data dalam skala yang sebelumnya sulit 
dibayangkan. Bagi administrasi pajak, tantangannya bukan lagi sekadar memperoleh data, melainkan 
mengelolanya menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan secara sah. Data yang banyak 
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tetapi tidak terintegrasi dapat meningkatkan kompleksitas. Data yang terintegrasi tetapi buruk kualitasnya 
dapat menghasilkan keputusan yang salah. 

Big Data karena itu perlu dipahami sebagai kapabilitas kelembagaan. Lima karakteristik yang sering 
digunakan—volume, velocity, variety, veracity, dan value—menjelaskan bahwa persoalan bukan hanya 
ukuran. Volume berbicara tentang jumlah; velocity tentang kecepatan data dihasilkan dan diproses; 
variety tentang beragam format; veracity tentang kualitas dan keandalan; sedangkan value menanyakan 
apakah data benar-benar menciptakan manfaat publik. 

Transformasi administrasi pajak Indonesia melalui Coretax DJP membuka peluang membangun 
fondasi data yang lebih terpadu. Sistem inti yang menggabungkan registrasi, SPT, pembayaran, layanan, 
pemeriksaan, dan penagihan memungkinkan profil wajib pajak dibentuk secara lebih utuh. Namun sistem 
inti bukan tujuan akhir. Nilainya muncul ketika data dapat mendukung pelayanan, compliance risk 
management, analitik, dan evaluasi kebijakan. 

Artikel ini berargumen bahwa masa depan administrasi pajak Indonesia ditentukan oleh kemampuan 
mengubah Big Data menjadi trusted data dan kemudian menjadi trusted decisions. Teknologi hanyalah 
perantara. Tanpa governance, kualitas, keamanan, dan hak untuk koreksi, Big Data dapat memperbesar 
risiko. Dengan tata kelola yang baik, data dapat membuat pajak lebih sederhana, adil, tepat sasaran, dan 
berorientasi pada pelayanan. 

2. Apa yang Dimaksud Big Data dalam Administrasi Pajak? 
Big Data sering disalahartikan sebagai database berukuran besar. Dalam konteks administrasi pajak, 

istilah ini lebih tepat dipahami sebagai kombinasi data berskala besar, beragam, cepat berubah, dan 
membutuhkan teknologi serta metode analitik khusus agar dapat digunakan secara efektif. Sebuah 
dataset besar tetapi statis dan sederhana belum tentu menghadirkan tantangan Big Data yang 
sesungguhnya. 

Volume terlihat dari jutaan wajib pajak, transaksi, pembayaran, dokumen, dan histori administrasi. 
Velocity muncul karena data tertentu bergerak semakin mendekati real-time, seperti pembayaran 
elektronik atau invoice digital. Variety terlihat dari data terstruktur dalam tabel, dokumen, teks, log sistem, 
serta data yang berasal dari berbagai institusi. Veracity berkaitan dengan konsistensi, kelengkapan, dan 
kebenaran. Value adalah kemampuan mengubah semuanya menjadi keputusan yang meningkatkan 
outcome. 

Administrasi pajak membutuhkan data untuk setidaknya empat fungsi. Pertama, service: memberikan 
informasi dan bantuan yang sesuai. Kedua, compliance: menilai risiko dan mengarahkan sumber daya 
pengawasan. Ketiga, operations: menjalankan registrasi, pembayaran, restitusi, penagihan, dan proses 
internal. Keempat, policy intelligence: membantu memahami tren ekonomi dan dampak kebijakan. 

Big Data juga berbeda dari analytics. Big Data adalah lingkungan dan aset informasi; analytics adalah 
proses mengubah data menjadi insight. Machine learning dan AI merupakan lapisan yang lebih lanjut. 
Urutan ini penting karena organisasi sering terlalu cepat membeli teknologi analitik sebelum memperbaiki 
data dasar. 

Dalam desain manajerial, Big Data membutuhkan arsitektur teknis sekaligus operating model. Siapa 
pemilik data? Siapa boleh mengakses? Bagaimana kualitas diukur? Bagaimana data historis diperbarui? 
Bagaimana kesalahan diperbaiki? Pertanyaan ini sama pentingnya dengan pertanyaan tentang server atau 
cloud. 
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Dengan demikian, Big Data dalam administrasi pajak adalah kemampuan sistemik untuk mengelola 
informasi ekonomi dalam skala besar secara aman, konsisten, dan bernilai. Fokus akhirnya bukan data itu 
sendiri, melainkan keputusan dan pelayanan yang lebih baik. 

3. Dari Data Silo menuju Single Taxpayer View 
Salah satu hambatan historis administrasi publik adalah data silo. Informasi registrasi berada di satu 

aplikasi, pembayaran di aplikasi lain, pemeriksaan pada sistem tersendiri, dan layanan memiliki database 
berbeda. Kondisi ini membuat pegawai sulit memperoleh gambaran lengkap mengenai satu wajib pajak 
dan membuat pengguna berulang kali memberikan informasi yang sama. 

Single taxpayer view berusaha membangun profil terintegrasi. Identitas, status, kewajiban, 
pembayaran, korespondensi, histori layanan, dan risiko dapat diakses secara konsisten sesuai 
kewenangan. Manfaat pertama adalah pelayanan. Petugas tidak perlu menanyakan informasi yang 
sebenarnya sudah dimiliki institusi. Manfaat kedua adalah analitik karena model dapat menggunakan 
konteks yang lebih lengkap. 

Namun integrasi bukan sekadar menggabungkan tabel. Data mungkin menggunakan definisi, format, 
atau identitas berbeda. Nomor identitas, nama badan, alamat, tanggal, dan klasifikasi industri harus 
dinormalisasi. Entity resolution diperlukan agar data yang benar dihubungkan ke entitas yang benar dan 
tidak terjadi salah gabung. 

Coretax DJP secara konseptual menyediakan fondasi untuk integrasi proses inti. Tantangan berikutnya 
adalah memastikan integrasi menghasilkan data yang benar-benar usable. Master data management dan 
metadata management menjadi penting. Setiap data element perlu memiliki definisi bisnis, owner, dan 
rule validasi. 

Single taxpayer view juga meningkatkan risiko jika akses tidak dikendalikan. Seorang pegawai tidak 
harus dapat melihat semua informasi hanya karena data terintegrasi. Prinsip least privilege harus 
diterapkan. Akses perlu dicatat dan diaudit. 

Bagi wajib pajak, integrasi idealnya menghasilkan prinsip once-only: informasi yang sudah diberikan 
tidak diminta lagi kecuali perlu diperbarui. Ini adalah manfaat paling nyata dari transformasi data. 
Administrasi yang terintegrasi mengurangi friction, sementara negara memperoleh gambaran yang lebih 
akurat. 

Dengan demikian, single taxpayer view bukan proyek database, tetapi redesign hubungan informasi 
antara pemerintah dan wajib pajak. 

4. Coretax DJP dan Arsitektur Data Administrasi Pajak Baru 
Coretax DJP mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025 sebagai sistem inti baru administrasi 

perpajakan. Sistem ini mengintegrasikan berbagai proses utama yang sebelumnya tersebar, termasuk 
registrasi, pelaporan, pembayaran, pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan. Dari perspektif Big Data, 
integrasi ini penting karena mengurangi fragmentasi sumber informasi dan memungkinkan data lineage 
yang lebih jelas. 

Sistem inti dapat dipandang sebagai transaction backbone. Di sekelilingnya terdapat data platform, 
analytics layer, integration layer, security services, dan user interfaces. Arsitektur yang sehat memisahkan 
fungsi transaksi dari analitik agar beban analisis tidak mengganggu operasional inti. Data warehouse, data 
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lake, atau arsitektur lakehouse dapat digunakan sesuai kebutuhan, tetapi desain harus mengikuti 
governance dan use case. 

Salah satu tantangan adalah data migration. Data historis mungkin berasal dari sistem dengan 
struktur berbeda dan kualitas yang bervariasi. Migrasi bukan sekadar memindahkan file. Organisasi harus 
menentukan data mana yang dibersihkan, bagaimana mapping dilakukan, dan bagaimana rekonsiliasi 
setelah migrasi. 

Coretax juga menghasilkan data log yang kaya: langkah pengguna, kegagalan, waktu proses, dan pola 
penggunaan. Log tersebut dapat membantu meningkatkan UI/UX dan mendeteksi masalah operasional. 
Namun penggunaan behavioral data perlu dibatasi pada tujuan yang sah. 

Dalam jangka panjang, sistem inti dapat menjadi fondasi API ecosystem. Software akuntansi, bank, 
dan platform dapat berinteraksi melalui standar yang aman, sehingga informasi mengalir lebih efisien. Ini 
mendekati visi Tax Administration 3.0 tentang pajak yang tertanam dalam natural systems. 

Keberhasilan Coretax karena itu tidak hanya dilihat dari jumlah transaksi yang berhasil diproses. 
Ukuran yang lebih strategis mencakup kualitas data, pengurangan duplikasi, waktu layanan, error rate, 
kemampuan analitik, dan tingkat kepercayaan pengguna. 

5. Data Governance: Siapa Bertanggung Jawab atas Data? 
Big Data meningkatkan kebutuhan governance karena semakin banyak keputusan bergantung pada 

data. Data governance menetapkan hak keputusan, tanggung jawab, standar, dan kontrol sepanjang siklus 
hidup data. Tanpa governance, organisasi dapat memiliki banyak data tetapi tidak memiliki kepastian 
mengenai mana yang benar. 

Struktur governance biasanya membedakan data owner, data steward, data custodian, dan user. Data 
owner bertanggung jawab atas definisi dan penggunaan bisnis. Data steward menjaga kualitas dan 
konsistensi. Custodian mengelola aspek teknis dan keamanan. User menggunakan data sesuai akses yang 
diberikan. 

Data catalog menjadi alat penting. Pegawai dapat mengetahui dataset apa yang tersedia, definisinya, 
sumber, frekuensi pembaruan, kualitas, dan batas penggunaan. Catalog mengurangi pembuatan dataset 
duplikat dan membantu analytics menjadi lebih konsisten. 

Governance juga menetapkan data retention. Tidak semua data harus disimpan selamanya. Semakin 
banyak data yang ditahan, semakin besar risiko keamanan dan biaya. Retention harus mengikuti 
kebutuhan hukum dan tujuan administrasi. 

Data sharing lintas instansi memerlukan perjanjian yang menetapkan purpose, access, security, dan 
accountability. Transfer data tanpa governance dapat menimbulkan risiko privasi dan kebingungan 
tanggung jawab jika terjadi kesalahan. 

Data ethics juga perlu menjadi bagian dari governance. Pertanyaan bukan hanya apakah penggunaan 
data legal, tetapi apakah proporsional dan sesuai ekspektasi masyarakat. Penggunaan data untuk 
pelayanan mungkin memiliki justifikasi berbeda dari penggunaan untuk enforcement. 

Pada tingkat pimpinan, data governance harus ditempatkan sebagai agenda manajemen, bukan 
semata fungsi IT. Keputusan mengenai data memengaruhi reputasi, kepatuhan, dan legitimasi institusi. 
Organisasi yang data-driven harus sekaligus menjadi data-responsible. 
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6. Kualitas Data: Dari Banyak Data menuju Data yang Dapat Dipercaya 
Kualitas data merupakan prasyarat seluruh transformasi. Administrasi dapat memiliki miliaran record, 

tetapi jika identitas salah atau transaksi tidak lengkap, analitik menjadi menyesatkan. Big Data tanpa 
quality assurance dapat memperbesar skala kesalahan. 

Dimensi kualitas meliputi accuracy, completeness, consistency, timeliness, validity, dan uniqueness. 
Setiap dimensi perlu metrik. Misalnya, persentase record tanpa alamat, mismatch identitas, duplikasi, 
atau keterlambatan update dapat dipantau. 

Kualitas harus dibangun dari sumber. Formulir digital dapat menggunakan validation rule, reference 
data, dan format standar untuk mencegah kesalahan. Lebih efektif mencegah error daripada 
membersihkan setelah data masuk. 

Third-party data membawa tantangan tambahan karena administrasi tidak sepenuhnya 
mengendalikan proses sumber. Standardisasi schema dan feedback kepada penyedia data membantu 
meningkatkan kualitas. Jika bank atau platform mengirim data salah, mekanisme koreksi harus jelas. 

Data observability merupakan konsep modern untuk memantau kesehatan pipeline. Sistem dapat 
mendeteksi perubahan volume, schema, atau pola yang tidak biasa dan memberi alert sebelum data 
digunakan model. 

Kualitas juga membutuhkan ownership. Error yang diketahui tetapi tidak memiliki unit penanggung 
jawab akan tetap berada di sistem. Data issue management perlu memiliki SLA dan prioritas berdasarkan 
dampak. 

Bagi wajib pajak, kualitas data berkaitan langsung dengan fairness. Jika informasi pemerintah salah, 
pengguna harus dapat melihat dan memperbaiki dengan mudah. Hak koreksi merupakan bagian dari 
trusted data. 

Investasi data quality sering kurang terlihat dibanding AI, tetapi memberikan manfaat lebih luas. 
Prefilling, risk assessment, forecasting, dan service personalization semuanya bergantung pada data yang 
dapat dipercaya. 

7. Data Lineage dan Auditability 
Data lineage adalah kemampuan menelusuri asal data, transformasi yang dilakukan, dan penggunaan 

akhirnya. Dalam administrasi pajak, lineage sangat penting karena keputusan dapat berdampak pada hak 
dan kewajiban warga. 

Jika sebuah risk score memicu pemeriksaan, institusi perlu mengetahui data apa yang menjadi input, 
kapan data diperoleh, bagaimana dibersihkan, dan versi model apa yang digunakan. Tanpa lineage, 
kesalahan sulit diperbaiki dan keputusan sulit dijelaskan. 

Lineage juga membantu perubahan regulasi. Ketika definisi data berubah, organisasi dapat 
mengetahui report dan model mana yang terdampak. Ini mengurangi risiko silent error. 

Audit trail berbeda tetapi terkait. Audit trail merekam siapa melakukan apa, kapan, dan pada sistem 
mana. Dalam sistem terintegrasi, kombinasi lineage dan audit trail memberikan accountability end-to-
end. 
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Teknologi metadata automation dapat membantu menangkap lineage secara otomatis dari pipeline 
data. Namun definisi bisnis tetap memerlukan manusia. Nama kolom tidak selalu menjelaskan makna 
hukum. 

Lineage juga berguna untuk incident response. Jika ditemukan data pihak ketiga salah, organisasi 
dapat mengidentifikasi semua proses yang menggunakan data tersebut dan melakukan remediation. 

Dalam AI governance, lineage adalah syarat reproducibility. Validator harus dapat menjalankan 
kembali model menggunakan data yang sama untuk memeriksa output. 

Bagi publik, tidak semua detail lineage perlu ditampilkan. Namun administrasi harus mampu 
menghasilkan explanation yang memadai jika keputusan dipertanyakan. Dengan demikian lineage menjadi 
infrastruktur kepercayaan, bukan hanya dokumentasi teknis. 

8. Third-Party Data dan Ekonomi Digital 
Administrasi pajak modern semakin bergantung pada data pihak ketiga. Pemberi kerja, bank, lembaga 

keuangan, platform, institusi pemerintah, dan pihak lain dapat menyediakan informasi yang membantu 
verifikasi pelaporan. Pomeranz menunjukkan secara empiris bahwa third-party information dapat 
memperkuat self-enforcement dalam sistem pajak tertentu. 

Ekonomi digital memperluas sumber data. Marketplace mencatat penjualan, payment gateway 
mencatat pembayaran, dan aplikasi logistik mencatat pergerakan barang. Namun keberadaan data bukan 
berarti seluruhnya otomatis boleh digunakan. Legal basis, relevansi, dan proportionality harus jelas. 

Data pihak ketiga dapat mendukung prefilling. Jika data penghasilan sudah tersedia, wajib pajak tidak 
perlu menginput ulang. Ini mengurangi biaya kepatuhan dan error. Pada sisi pengawasan, data dapat 
digunakan untuk discrepancy analysis antara pelaporan dan informasi eksternal. 

Tantangan utama adalah definisi. Gross transaction value pada platform belum tentu sama dengan 
omzet kena pajak. Refund, cancellation, fee, dan transaksi non-objek harus dibedakan. Analitik yang 
mengabaikan konteks dapat menghasilkan false positive. 

Platform juga berubah cepat. Schema data dan model bisnis dapat berubah, sehingga pipeline harus 
adaptif. Governance perlu menetapkan versioning dan komunikasi perubahan. 

Data sharing sebaiknya bersifat dua arah dalam hal kualitas. Jika administrasi menemukan error 
sistematis, penyedia data perlu menerima feedback. 

Bagi pelaku UMKM, integrasi yang baik dapat menjadi manfaat jika data transaksi digunakan untuk 
membantu pencatatan dan prefilling. Integrasi yang buruk dapat menimbulkan ketakutan bahwa setiap 
data digital otomatis dianggap kewajiban pajak. 

Karena itu komunikasi publik penting: data harus digunakan dengan konteks hukum yang benar, bukan 
sekadar karena tersedia. 

9. Data Analytics untuk Compliance Risk Management 
Compliance risk management bertujuan mengalokasikan sumber daya administrasi ke risiko yang 

paling penting. Big Data memperluas kemampuan ini karena profil dapat dibangun dari banyak sumber dan 
histori. 
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Analytics dapat dibagi menjadi descriptive, diagnostic, predictive, dan prescriptive. Descriptive 
menjelaskan apa yang terjadi; diagnostic mencari penyebab; predictive memperkirakan apa yang mungkin 
terjadi; prescriptive membantu menentukan tindakan. 

Dalam risk assessment, model dapat melihat pola pembayaran, perubahan omzet, jaringan transaksi, 
dan karakter sektor. Output berupa skor atau segmentasi membantu prioritas pemeriksaan, edukasi, atau 
reminder. 

Keunggulan data-driven CRM adalah fokus. Wajib pajak berisiko rendah dapat menerima pelayanan 
ringan dan proses lebih otomatis, sedangkan kasus berisiko tinggi memperoleh perhatian lebih. Ini dapat 
meningkatkan fairness jika model akurat. 

Namun risiko model sangat nyata. Historical bias dapat membuat segmen yang sering diperiksa terus 
dianggap berisiko. Data leakage dapat membuat model tampak sangat akurat dalam testing tetapi gagal 
pada data baru. 

Karena itu analytics harus memiliki validation, performance monitoring, dan human review. Skor risiko 
bukan bukti pelanggaran. Ia hanya alat prioritisasi. 

Outcome juga perlu diukur. Model yang menghasilkan banyak kasus tetapi sedikit temuan tidak efektif. 
Precision, false positive, yield, cost, dan taxpayer burden harus dinilai bersama. 

Big Data memungkinkan administrasi bergerak dari broad enforcement menuju targeted intervention. 
Tetapi target yang lebih tepat hanya tercapai jika governance analitik sama kuatnya dengan kemampuan 
teknis. 

10. Deteksi Anomali, Fraud, dan Network Analytics 
Fraud perpajakan sering melibatkan pola yang tidak mudah ditemukan dengan aturan sederhana. Big 

Data memungkinkan anomaly detection dan network analytics yang melihat hubungan antarentitas dan 
transaksi. 

Anomaly detection mencari observasi yang berbeda dari pola normal. Misalnya, transaksi tumbuh 
sangat cepat tanpa perubahan aktivitas lain, pola invoice tidak biasa, atau hubungan pembayaran 
membentuk circular pattern. Anomali bukan bukti fraud, tetapi sinyal untuk review. 

Graph analytics sangat kuat untuk skema jaringan. Perusahaan, pemilik, alamat, rekening, invoice, 
dan transaksi dapat direpresentasikan sebagai node dan edge. Sistem dapat menemukan cluster, hub, 
atau hubungan yang tidak terlihat dalam tabel biasa. 

Network analysis juga membantu menghindari pendekatan yang terlalu individual. Satu entitas 
mungkin tampak normal, tetapi posisinya dalam jaringan menunjukkan risiko berbeda. 

Namun model jaringan dapat menghasilkan guilt by association jika digunakan ceroboh. Hubungan 
dengan entitas berisiko tidak otomatis berarti pelanggaran. Konteks dan bukti tetap penting. 

Big Data juga memungkinkan near-real-time detection pada transaksi tertentu. Ini dapat mengurangi 
kerugian sebelum membesar, tetapi meningkatkan tuntutan pada infrastruktur dan quality control. 

Fraudsters beradaptasi terhadap sistem. Model perlu diperbarui dan dikombinasikan dengan 
intelligence manusia. Data scientist perlu bekerja bersama investigator untuk memahami modus. 
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Keberhasilan fraud analytics harus diukur tidak hanya dari revenue recovered, tetapi juga dari 
precision dan minimisasi intervensi terhadap pihak yang tidak bersalah. Administrasi yang cerdas 
menyeimbangkan kemampuan deteksi dengan due process. 

11. Segmentasi Wajib Pajak Berbasis Data 
Wajib pajak bukan kelompok homogen. Individu, UMKM, perusahaan besar, sektor tertentu, dan 

pelaku digital memiliki kebutuhan serta risiko berbeda. Segmentasi membantu administrasi 
menyesuaikan pelayanan dan strategi kepatuhan. 

Segmentasi tradisional menggunakan ukuran seperti omzet atau bentuk badan. Big Data 
memungkinkan behavioral segmentation: pola filing, channel preference, compliance history, dan 
kebutuhan bantuan dapat digunakan untuk memahami kelompok lebih baik. 

Untuk wajib pajak baru, sistem dapat memberikan onboarding dan edukasi. Untuk pelaku yang selalu 
patuh, proses dapat dibuat lebih seamless. Untuk wajib pajak yang sering salah tetapi tidak menunjukkan 
niat menghindar, intervensi terbaik mungkin berupa simplifikasi atau bantuan. 

Segmentasi juga membantu komunikasi. Pesan yang sama untuk semua dapat tidak efektif. Reminder 
dapat disesuaikan berdasarkan konteks tanpa menjadi manipulatif. 

Namun personalization memerlukan batas. Data yang digunakan harus relevan dan tidak 
menciptakan profiling yang diskriminatif. Administrasi perlu membedakan service personalization dari 
surveillance. 

Segmentasi harus dapat berubah. Wajib pajak dapat berpindah perilaku seiring pertumbuhan usaha 
atau perubahan kondisi. Model perlu diperbarui dan tidak memberi label permanen. 

KPI segmentasi sebaiknya melihat outcome per kelompok: compliance improvement, reduction in 
error, satisfaction, dan cost. Tujuannya bukan membuat kategori lebih banyak, tetapi membuat intervensi 
lebih tepat. 

Dengan pendekatan ini, Big Data mendukung prinsip responsive regulation: perlakuan disesuaikan 
dengan kebutuhan dan risiko, sementara fairness tetap dijaga. 

12. Prefilling dan Once-Only Principle 
Prefilling adalah salah satu manfaat Big Data yang paling mudah dirasakan wajib pajak. Informasi yang 

sudah tersedia melalui pemberi kerja, bank, atau sumber lain dapat dimasukkan otomatis ke SPT atau 
layanan digital. 

Prefilling mengurangi waktu, error, dan kebutuhan mengingat data. Bagi administrasi, ia meningkatkan 
konsistensi antara third-party data dan pelaporan. Bagi wajib pajak, proses menjadi lebih sederhana. 

Once-only principle memperluas ide tersebut: pemerintah tidak meminta informasi yang sama 
berulang kali jika telah memilikinya dan secara hukum dapat digunakan kembali. Prinsip ini membutuhkan 
interoperabilitas dan data governance. 

Namun prefilling mengubah risiko. Jika sumber data salah, kesalahan dapat otomatis menyebar. 
Wajib pajak perlu dapat melihat source of data dan melakukan correction dengan mudah. Sistem tidak 
boleh mengasumsikan data pemerintah selalu benar. 
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Prefilling juga dapat menggunakan analytics untuk mendeteksi missing information atau 
inconsistency. Namun rekomendasi harus dibedakan dari penetapan final. 

Bagi Indonesia, integrasi Coretax dan data pihak ketiga membuka peluang memperluas prefilling 
secara bertahap. Segmen dengan data paling lengkap dapat menjadi prioritas. 

Masa depan tertentu dapat menuju no-return system untuk kasus sederhana, di mana wajib pajak 
hanya mengkonfirmasi. Namun perubahan semacam ini membutuhkan kepercayaan tinggi terhadap data. 

Prefilling menunjukkan paradigma penting: Big Data tidak hanya untuk enforcement. Ia dapat 
digunakan untuk mengurangi beban masyarakat. Balanced use antara service dan control adalah kunci 
legitimasi transformasi. 

13. Big Data untuk Pelayanan Wajib Pajak 
Data dapat meningkatkan pelayanan melalui personalisasi, routing, dan predictive support. Sistem 

dapat mengetahui proses apa yang sedang dilakukan wajib pajak dan menawarkan bantuan relevan. 

Service analytics dapat melihat titik di mana banyak pengguna gagal atau meninggalkan proses. Jika 
sebagian besar berhenti pada satu langkah, masalah mungkin berasal dari desain, bukan ketidakpatuhan. 
Data log menjadi sumber continuous improvement. 

Call center dapat menggunakan interaction history agar wajib pajak tidak mengulang cerita. Ticket 
dapat diprioritaskan berdasarkan urgency dan complexity. Knowledge base dapat disesuaikan dengan 
jenis pertanyaan yang paling sering muncul. 

Predictive service mencoba membantu sebelum masalah terjadi. Misalnya, sistem memberi 
peringatan jika data belum lengkap atau jika pembayaran berpotensi tidak cocok dengan kewajiban. 

Namun penggunaan data untuk service harus transparan. Pengguna tidak boleh merasa dimanipulasi 
atau diawasi berlebihan. Personalization perlu menggunakan informasi yang relevan. 

Service analytics juga dapat mengidentifikasi kelompok yang mengalami digital exclusion. Jika 
completion rate rendah pada segmen tertentu, assisted digital dapat diperkuat. 

Kualitas pelayanan perlu diukur dengan first-contact resolution, time-to-complete, error rate, 
abandonment, dan satisfaction. Jumlah login atau fitur bukan outcome. 

Big Data yang berorientasi pelayanan mengubah citra administrasi dari collector menjadi facilitator. 
Ini penting bagi tax morale karena kepatuhan lebih mudah ketika sistem membantu warga memenuhi 
kewajibannya. 

14. Big Data, AI, dan Perbedaan Peran Keduanya 
Big Data dan Artificial Intelligence sering disebut bersamaan, tetapi keduanya berbeda. Big Data 

menyediakan bahan baku dan infrastruktur informasi; AI menyediakan metode untuk menemukan pola, 
membuat prediksi, atau menghasilkan output. AI tanpa data berkualitas akan gagal, sedangkan Big Data 
tanpa analytics dapat menjadi aset pasif. 

Machine learning sangat bergantung pada histori data. Semakin representatif dan bersih data, 
semakin baik peluang model. Namun volume besar tidak otomatis menghilangkan bias. Bias sistematis 
dapat semakin kuat jika dataset sangat besar. 
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Generative AI dapat menggunakan Big Data internal melalui retrieval systems untuk membantu 
pegawai mencari regulasi, korespondensi, atau knowledge. Tetapi akses harus mengikuti authorization. 

Big Data juga mendukung MLOps, yaitu lifecycle operasional model. Training data, features, model 
version, performance, dan drift perlu disimpan dan dikelola. 

Administrasi harus menghindari AI solutionism. Banyak masalah dapat diselesaikan dengan rule 
engine, query, atau dashboard. AI digunakan ketika kompleksitas pola memang memerlukannya. 

Pengambilan keputusan high-impact memerlukan explainability dan human oversight. Big Data 
memberikan lebih banyak bukti, tetapi tidak menghapus kebutuhan judgment. 

Hubungan ideal adalah hierarchy: data yang baik -> analytics yang tepat -> AI jika perlu -> tindakan 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Melompati tahap awal meningkatkan risiko. 

Dengan memahami perbedaan ini, pimpinan dapat berinvestasi secara lebih rasional dan tidak 
mengejar teknologi hanya karena populer. 

15. Data Privacy dan Batas Penggunaan Informasi 
Administrasi pajak memiliki legitimate need terhadap informasi ekonomi, tetapi kekuasaan tersebut 

harus dibatasi. Privacy bukan lawan dari compliance; ia merupakan syarat legitimacy. 

Prinsip purpose limitation menetapkan bahwa data dikumpulkan dan digunakan untuk tujuan yang 
jelas. Data minimization berarti hanya informasi yang diperlukan yang digunakan. Retention limitation 
mengatur berapa lama data disimpan. 

Big Data menciptakan temptation untuk menggabungkan semua informasi “karena mungkin 
berguna”. Pendekatan tersebut berisiko menciptakan function creep, yaitu data digunakan untuk tujuan 
yang berbeda dari tujuan awal tanpa justifikasi memadai. 

Access control dan audit log harus kuat. Pegawai hanya melihat data yang diperlukan untuk tugas. 
Insider threat perlu diperlakukan serius karena kerusakan dapat terjadi tanpa serangan eksternal. 

Analytics juga dapat menghasilkan inferred data, yaitu kesimpulan yang tidak secara langsung 
diberikan individu. Governance perlu mempertimbangkan dampak inferensi tersebut. 

Jika data digunakan untuk model, teknik pseudonymization dan aggregation dapat mengurangi risiko 
pada tahap pengembangan. Namun re-identification tetap mungkin dalam beberapa kondisi. 

Privacy transparency penting. Masyarakat perlu memahami kategori data yang digunakan dan hak 
mereka. Komunikasi tidak harus mengungkap metode penegakan, tetapi harus menjelaskan prinsip. 

Administrasi yang menghormati privacy dapat memperoleh kepercayaan lebih besar, yang pada 
akhirnya mendukung digital adoption dan kepatuhan. 

16. Cybersecurity dalam Ekosistem Data Pajak 
Big Data meningkatkan nilai target bagi penyerang. Database pajak mengandung informasi identitas, 

pendapatan, aset, kontak, dan transaksi. Kebocoran dapat menimbulkan kerugian finansial dan reputasi 
yang sangat besar. 
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Cybersecurity perlu mengikuti defense-in-depth. Identity security, encryption, network segmentation, 
endpoint protection, monitoring, dan backup saling melengkapi. Tidak ada satu kontrol yang cukup. 

Zero trust menjadi relevan dalam lingkungan terintegrasi. Akses tidak diberikan berdasarkan lokasi 
jaringan semata, tetapi diverifikasi berdasarkan identitas, perangkat, dan context. 

Data platform memerlukan fine-grained access control. Analyst mungkin boleh menggunakan dataset 
teragregasi tanpa melihat identitas individual. Masking dan tokenization dapat membantu. 

API yang menghubungkan pihak eksternal harus memiliki authentication kuat, rate limiting, schema 
validation, dan monitoring. API yang lemah dapat menjadi pintu masuk serangan. 

Big Data juga dapat membantu security. Log dari banyak sistem dianalisis untuk mendeteksi pola 
serangan dan anomaly. Namun security analytics sendiri perlu dilindungi. 

Incident response harus mencakup data breach, ransomware, dan availability failure. Organisasi 
perlu memiliki latihan dan communication plan. 

Keamanan tidak hanya fungsi teknis. Human behavior tetap menjadi faktor besar melalui phishing 
atau social engineering. Pelatihan pegawai harus berkelanjutan. 

Cyber resilience adalah kemampuan tetap menjalankan fungsi kritis saat serangan dan pulih dengan 
cepat. Dalam administrasi pajak digital, resilience sama pentingnya dengan prevention. 

17. Interoperabilitas Pusat-Daerah dan Antarlembaga 
Transformasi administrasi pajak Indonesia tidak dapat berdiri sendiri karena data relevan tersebar di 

banyak institusi. Pemerintah pusat, daerah, kepabeanan, perizinan, dan berbagai lembaga menghasilkan 
informasi ekonomi. 

Interoperabilitas membutuhkan lebih dari koneksi teknis. Semantic interoperability memastikan 
istilah dan definisi sama. Misalnya, alamat, status usaha, dan klasifikasi sektor perlu reference data yang 
konsisten. 

API dan data exchange standards membantu pertukaran menjadi lebih aman dan scalable daripada 
transfer file manual. Versioning diperlukan agar perubahan schema tidak merusak integrasi. 

Data sharing agreement menetapkan tujuan, legal basis, dan tanggung jawab. Jika data salah, harus 
jelas siapa memperbaiki dan bagaimana perubahan dikomunikasikan. 

Hubungan pusat-daerah penting untuk meningkatkan consistency tanpa menghilangkan kewenangan 
masing-masing. Wajib pajak sebaiknya tidak harus mengulang data yang sama kepada banyak level 
pemerintahan. 

Namun interoperabilitas tidak berarti semua pihak dapat melihat semua data. Access harus 
proporsional dan sesuai mandat. 

Manfaat lainnya adalah policy intelligence. Data agregat dapat membantu pemerintah daerah 
memahami struktur ekonomi dan merancang layanan tanpa membutuhkan informasi individual yang 
sensitif. 

Ekosistem data pemerintah yang interoperable mengurangi administrative burden dan meningkatkan 
kualitas keputusan. Tetapi keberhasilan membutuhkan governance bersama, bukan hanya teknologi 
koneksi. 
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18. Big Data dan Pengukuran Tax Gap 
Tax gap adalah perbedaan antara kewajiban pajak yang seharusnya dibayar dan yang benar-benar 

dibayar tepat waktu. Mengukurnya sulit karena bagian terbesar berkaitan dengan aktivitas yang tidak 
terlihat. 

Big Data dapat meningkatkan estimasi melalui kombinasi microdata dan macrodata. Informasi pihak 
ketiga, transaksi digital, dan hasil audit membantu memahami area risiko. 

Top-down methods menggunakan agregat ekonomi, sedangkan bottom-up methods menggunakan 
data wajib pajak atau audit. Kombinasi keduanya memberi perspektif lebih kaya. 

Analytics dapat membantu stratification untuk random audit, tetapi sample design harus independen 
dari risk model jika tujuan mengestimasi population gap. Jika hanya data kasus berisiko tinggi digunakan, 
estimasi akan bias. 

Tax gap juga perlu dipecah menjadi filing gap, reporting gap, dan payment gap. Setiap komponen 
membutuhkan intervensi berbeda. 

Data pembayaran real-time dapat membantu memonitor payment gap lebih cepat. Third-party data 
membantu reporting gap. Registrasi dan business registry membantu filing gap. 

Mengukur tax gap bukan sekadar mengejar penerimaan. Ia membantu menilai health of tax system 
dan efektivitas kebijakan. 

Transparansi metode penting agar angka tidak menjadi alat politik tanpa basis. Uncertainty range perlu 
disampaikan. 

Dengan Big Data, pengukuran tax gap dapat semakin granular, tetapi privacy dan methodological 
integrity harus dijaga. 

19. Forecasting Penerimaan dan Fiscal Intelligence 
Administrasi pajak menghasilkan data frekuensi tinggi yang dapat membantu forecasting penerimaan. 

Pembayaran harian, invoice, dan aktivitas sektor memberi sinyal sebelum statistik makro resmi tersedia. 

Nowcasting menggunakan data terkini untuk memperkirakan kondisi saat ini. Ini berguna ketika 
ekonomi berubah cepat. Machine learning dapat menggabungkan indikator dalam jumlah besar, tetapi 
interpretasi tetap penting. 

Model penerimaan perlu memisahkan efek ekonomi, kebijakan, dan administrasi. Kenaikan 
penerimaan karena enforcement tidak sama dengan pertumbuhan basis ekonomi. 

Scenario analysis lebih berguna daripada satu angka karena kebijakan fiskal menghadapi 
ketidakpastian. Model dapat menunjukkan dampak perubahan pertumbuhan, harga komoditas, atau 
kepatuhan. 

Big Data juga dapat mendukung regional analysis. Pemerintah dapat melihat tren sektor atau wilayah 
secara agregat untuk memahami dinamika ekonomi. 

Namun penggunaan data granular untuk forecasting harus dilakukan dengan aggregation dan 
confidentiality. Tujuan analisis makro tidak memerlukan eksposur identitas individual. 

Model perlu dievaluasi berdasarkan forecast error dan stability. AI yang lebih kompleks tidak selalu 
lebih baik daripada model ekonometrik sederhana. 
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Fiscal intelligence adalah kemampuan menghubungkan data administrasi dengan konteks ekonomi 
untuk mendukung keputusan. Ia melengkapi, bukan menggantikan, statistik resmi dan analisis ekonomi. 

Dengan governance yang baik, Big Data dapat membuat pengelolaan fiskal lebih responsif dan 
evidence-based. 

20. Data-Driven Policy Evaluation 
Data administrasi pajak dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan. Ketika tarif, insentif, atau 

aturan berubah, data mikro dapat menunjukkan respons pelaku ekonomi. 

Misalnya, perubahan threshold dapat memengaruhi distribusi omzet di sekitar batas. Data dapat 
mendeteksi bunching, yaitu konsentrasi pelaku tepat di bawah threshold yang mungkin menunjukkan 
behavioral response. 

Insentif pajak dapat dievaluasi berdasarkan additionality: apakah investasi atau pekerjaan benar-
benar bertambah dibanding counterfactual. Tanpa evaluasi, insentif dapat menjadi tax expenditure 
permanen tanpa dampak. 

Administrative data memiliki keunggulan coverage dan detail, tetapi tidak otomatis menghasilkan 
causal inference. Metode seperti difference-in-differences, regression discontinuity, atau randomized trial 
perlu digunakan sesuai desain. 

Privacy sangat penting dalam penelitian. Data dapat dianonimkan, diakses melalui secure research 
environment, dan hanya output agregat yang keluar. 

Kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat meningkatkan kapasitas evaluasi, tetapi governance akses 
harus jelas. 

Data-driven evaluation mengubah administrasi dari pelaksana kebijakan menjadi learning institution. 
Feedback dari data membantu perbaikan regulasi. 

Namun institusi perlu bersedia menerima hasil yang menunjukkan kebijakan tidak efektif. Budaya 
evidence memerlukan keterbukaan terhadap perubahan. 

Dengan demikian, Big Data memiliki nilai tidak hanya untuk compliance, tetapi juga untuk 
meningkatkan kualitas tax policy. 

21. Big Data dan UMKM: Peluang serta Risiko 
UMKM semakin meninggalkan jejak digital melalui pembayaran QR, marketplace, perbankan, dan 

aplikasi kasir. Data tersebut dapat membantu formalisasi, pembukuan, dan akses pembiayaan. 

Bagi administrasi pajak, informasi digital dapat meningkatkan pemahaman basis usaha. Namun 
konteks sangat penting. Gross merchandise value bukan selalu penghasilan kena pajak, dan transfer 
rekening tidak selalu penjualan. 

Jika data digunakan secara mekanis tanpa context, UMKM dapat menghadapi false assessment. Ini 
berisiko mengurangi trust dan mendorong kembali penggunaan tunai. 

Pendekatan lebih produktif adalah menggunakan data untuk service terlebih dahulu: membantu 
prefilling, pencatatan, dan reminder. Enforcement difokuskan pada discrepancy yang material dan 
terverifikasi. 
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Digital footprint juga dapat memperkuat akses kredit jika digunakan dengan consent. Jejak transaksi 
dapat menjadi alternatif informasi bagi usaha tanpa agunan. 

Koperasi dan platform dapat menjadi intermediary untuk standardisasi data. Namun dominasi 
platform menimbulkan isu vendor power dan data ownership. 

Literasi data perlu menjadi bagian edukasi UMKM. Pelaku harus memahami bagaimana transaksi 
digital tercatat dan bagaimana membedakan omzet, refund, fee, dan biaya. 

Big Data yang ramah UMKM berarti mengurangi administrative burden, bukan hanya memperbesar 
visibility. Formalisasi akan lebih sustainable jika data menghasilkan manfaat ekonomi bagi pelaku. 

Dengan demikian, prinsip proportionality harus menjadi panduan. Kapasitas data negara meningkat, 
tetapi treatment tetap disesuaikan dengan skala, risiko, dan konteks usaha. 

22. Data Ethics dan Risiko Surveillance 
Kemampuan teknis untuk menggabungkan data dapat melampaui ekspektasi sosial. Administrasi 

pajak harus membedakan “can do” dari “should do”. Data ethics membantu menilai penggunaan yang 
mungkin legal tetapi tidak proporsional. 

Surveillance risk muncul ketika terlalu banyak aspek kehidupan ekonomi dipantau tanpa batas tujuan. 
Hal ini dapat menciptakan chilling effect dan mengurangi kepercayaan terhadap digital economy. 

Prinsip necessity menanyakan apakah data benar-benar diperlukan. Proportionality menilai apakah 
manfaat sebanding dengan intrusi. Least intrusive means mendorong penggunaan metode yang paling 
sedikit mengganggu hak. 

Ethical review dapat diterapkan pada use case high-impact. Tim lintas fungsi menilai privacy, fairness, 
security, dan reputational risk sebelum implementasi. 

Data ethics juga menyangkut inferred attributes. Model dapat menebak karakteristik yang tidak pernah 
diberikan pengguna. Penggunaan inferensi tersebut perlu dibatasi. 

Transparency report dapat menjelaskan kategori data dan governance tanpa mengungkap teknik 
enforcement yang sensitif. 

Masyarakat juga perlu memiliki mekanisme keluhan dan oversight independen. Trust tidak cukup 
dibangun melalui self-regulation internal. 

Etika bukan penghambat inovasi. Batas yang jelas membuat tim tahu use case mana yang dapat 
dikembangkan dan kontrol apa yang diperlukan. 

Administrasi perpajakan yang modern harus data-rich tetapi rights-aware. Kemajuan teknologi tidak 
boleh mengurangi prinsip negara hukum. 

23. Kompetensi SDM untuk Organisasi Berbasis Data 
Transformasi Big Data mengubah kompetensi yang dibutuhkan administrasi pajak. Selain ahli 

perpajakan, organisasi memerlukan data engineer, analyst, data scientist, architect, cybersecurity 
specialist, dan product manager. 
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Namun membangun tim teknologi saja tidak cukup. Pegawai substantif perlu data literacy: 
kemampuan membaca dashboard, memahami korelasi dan causal inference, serta mengenali 
keterbatasan model. 

Pimpinan membutuhkan data leadership. Mereka harus mampu menanyakan kualitas, source, 
uncertainty, dan trade-off sebelum membuat keputusan. Dashboard tidak boleh menggantikan judgment. 

Data steward menjadi peran penting karena menjembatani domain bisnis dan teknis. Mereka 
memastikan definisi konsisten dan masalah kualitas ditangani. 

Cross-functional team lebih efektif daripada silo data science. Analyst perlu memahami hukum pajak; 
ahli pajak perlu memahami bagaimana data dihasilkan. 

Career path harus mendukung talenta digital. Pemerintah bersaing dengan sektor swasta untuk skill, 
sehingga tantangan retention nyata. 

Upskilling dapat menggunakan proyek nyata. Pegawai belajar SQL, visualisasi, atau analytics pada 
kasus administrasi, bukan sekadar kursus teoritis. 

Budaya organisasi juga perlu berubah dari “data sebagai laporan” menjadi “data sebagai aset 
operasional”. Keputusan harus dapat ditelusuri ke evidence. 

Pada akhirnya, Big Data transformation adalah people transformation. Infrastruktur mahal tidak 
menghasilkan nilai jika pegawai tidak percaya, memahami, atau mampu menggunakannya. 

24. Operating Model: Dari Unit IT menuju Data-Driven Organization 
Organisasi tradisional sering menempatkan data sebagai tanggung jawab IT. Dalam data-driven 

organization, data menjadi tanggung jawab bersama dengan governance yang terdistribusi. 

Central data office dapat menetapkan standar, platform, dan governance. Unit bisnis memiliki 
ownership atas definisi dan kualitas domainnya. Model federated governance menjaga konsistensi tanpa 
membuat semua keputusan terpusat. 

Product management membantu mengelola platform data sebagai layanan berkelanjutan, bukan 
proyek sekali selesai. Data product memiliki user, owner, SLA, dan roadmap. 

Analytics use case perlu prioritisasi. Tidak semua permintaan harus dikerjakan. Portfolio management 
melihat value, feasibility, dan risk. 

MLOps atau analytics operations memastikan model dapat dipantau setelah deployment. Banyak 
proyek gagal karena berhenti setelah prototype. 

Data platform juga memerlukan service management. Downtime atau keterlambatan pipeline dapat 
memengaruhi keputusan operasional. 

Decision rights perlu jelas: siapa menyetujui model, siapa dapat mengubah threshold, dan siapa 
bertanggung jawab jika output salah. 

Transformasi operating model harus diikuti perubahan KPI. Tim data tidak hanya dinilai dari jumlah 
dashboard, tetapi adoption dan outcome. 

Dengan operating model yang tepat, Big Data menjadi capability institusi, bukan kumpulan proyek 
individual. 
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25. Balanced Scorecard Transformasi Big Data Pajak 
Balanced Scorecard dapat membantu memastikan transformasi tidak terlalu berfokus pada 

teknologi. Perspektif pertama adalah taxpayer: apakah biaya kepatuhan turun, proses lebih cepat, dan 
trust meningkat? 

Perspektif kedua adalah compliance and fiscal outcome: apakah tax gap turun, pembayaran lebih 
tepat waktu, dan intervensi lebih tepat sasaran? 

Perspektif ketiga adalah internal process: kualitas data, pipeline reliability, automation rate, dan cycle 
time. 

Perspektif keempat adalah learning and growth: skill, adoption, collaboration, dan innovation 
capacity. 

Perspektif kelima yang relevan untuk Big Data adalah risk and governance: privacy incident, security 
event, model error, fairness issue, dan audit finding. 

Indikator harus memiliki baseline sebelum transformasi. Tanpa baseline, organisasi sulit 
membuktikan manfaat. 

KPI juga perlu menghindari gaming. Target terlalu tinggi pada jumlah temuan dapat mendorong over-
enforcement. Target volume data dapat mendorong pengumpulan berlebihan. 

Outcome lintas perspektif perlu dibaca bersama. Misalnya, peningkatan audit yield dengan kenaikan 
sengketa dan penurunan trust mungkin menunjukkan trade-off yang tidak sehat. 

Balanced Scorecard membuat pimpinan melihat Big Data sebagai program perubahan institusional 
yang harus menghasilkan public value, bukan proyek teknologi semata. 

26. Roadmap 2026–2035 untuk Administrasi Pajak Berbasis Data 
Tahap 2026–2027 sebaiknya berfokus pada stabilisasi data Coretax, data quality, master data 

management, metadata, security, dan perbaikan proses. Fondasi ini lebih penting daripada mengejar 
banyak use case AI. 

Tahap 2028–2030 dapat memperluas third-party integration, prefilling, advanced analytics, dan API 
ecosystem. Data governance perlu semakin mature dan model risk management dibangun. 

Tahap 2031–2033 dapat mengembangkan near-real-time analytics pada area tertentu, machine-
readable tax rules, dan embedded compliance dengan software bisnis. 

Tahap 2034–2035 dapat mendekati Tax Administration 3.0, di mana sebagian proses menjadi 
proactive, seamless, dan hanya membutuhkan interaksi minimal. 

Roadmap harus readiness-based, bukan sekadar kalender. Jika data quality belum memadai, use 
case high-impact perlu ditunda. 

Cybersecurity, privacy, dan workforce capability harus menjadi workstream yang berjalan sepanjang 
periode. 

Setiap fase memerlukan evaluation gate. Proyek yang tidak menghasilkan outcome dihentikan atau 
didesain ulang. 
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Interoperability dengan ekosistem pemerintah dan swasta perlu berkembang melalui open standards 
dan API governance. 

Pada akhirnya, roadmap bukan prediksi teknologi. Ia adalah urutan pembangunan kapabilitas: data 
yang baik, proses yang baik, analytics yang baik, lalu automation yang lebih maju. 

27. Skenario Administrasi Pajak Indonesia 2035 
Dalam skenario progresif 2035, wajib pajak sederhana menerima SPT yang sebagian besar telah 

diprefill dan hanya perlu mengkonfirmasi. Data transaksi dari natural systems mengalir melalui standar 
yang aman. 

UMKM menggunakan software yang membantu pencatatan dan kewajiban tanpa harus memahami 
seluruh kompleksitas regulasi. Administrasi memberikan notifikasi proaktif ketika terjadi mismatch. 

Risk assessment menggunakan data terintegrasi dengan governance dan fairness testing. 
Pemeriksaan manual diarahkan pada kasus kompleks, bukan verifikasi rutin. 

Wajib pajak dapat melihat sumber data yang digunakan pemerintah dan meminta koreksi. 
Transparency portal meningkatkan contestability. 

Data regional digunakan secara agregat untuk memahami dinamika ekonomi dan mendukung 
kebijakan, tanpa membuka identitas individual. 

Pegawai bekerja dengan analytics copilot, tetapi keputusan signifikan tetap memiliki human 
accountability. 

Cybersecurity dan data governance menjadi fungsi inti setara dengan pemeriksaan dan pelayanan. 

Institusi mengukur keberhasilan melalui trust, compliance burden, tax gap, dan public value. 

Skenario ini hanya mungkin jika transformasi teknologi diikuti reformasi proses, regulasi, dan 
kompetensi manusia. Big Data bukan tujuan, tetapi infrastruktur bagi administrasi yang lebih cerdas. 

28. Risiko Kegagalan Transformasi Big Data 
Transformasi Big Data dapat gagal karena beberapa pola. Pertama, teknologi dibeli tanpa use case 

yang jelas. Platform menjadi mahal tetapi tidak digunakan. 

Kedua, data silo tetap ada karena unit enggan berbagi atau definisi tidak diselaraskan. Sistem baru 
hanya menambah lapisan kompleksitas. 

Ketiga, kualitas data diabaikan. Model menghasilkan output tetapi kepercayaan pengguna rendah 
karena sering salah. 

Keempat, organisasi mengejar volume data tanpa purpose limitation sehingga privacy risk meningkat. 

Kelima, vendor lock-in membuat perubahan mahal dan kemampuan internal tidak berkembang. 

Keenam, analytics digunakan untuk enforcement secara agresif tanpa human review, meningkatkan 
false positive dan sengketa. 

Ketujuh, cybersecurity tidak mengikuti ekspansi integrasi. Satu breach dapat merusak trust yang 
dibangun bertahun-tahun. 
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Kedelapan, pegawai tidak dilibatkan dan akhirnya membuat spreadsheet atau sistem informal di luar 
platform resmi. 

Kesembilan, KPI menilai output teknis seperti jumlah dashboard, bukan outcome. 

Kesepuluh, transformasi tidak memiliki governance yang mampu menghentikan proyek gagal. 

Risiko-risiko ini menunjukkan bahwa Big Data adalah program manajemen perubahan. Keberhasilan 
lebih bergantung pada disiplin organisasi daripada kecanggihan teknologi. 

29. Implikasi bagi Manajemen Publik 
Big Data memperlihatkan bahwa manajemen publik modern semakin menyerupai pengelolaan 

platform dan ekosistem. Pemerintah tidak hanya membuat aturan, tetapi mengelola data, API, identitas, 
vendor, dan pengalaman pengguna. 

Leadership perlu menggabungkan strategic thinking dan digital literacy. Pimpinan tidak harus menjadi 
programmer, tetapi harus memahami risiko data dan kemampuan bertanya secara kritis. 

Governance harus menyeimbangkan agility dan control. Proses approval terlalu lambat menghambat 
inovasi, tetapi eksperimen tanpa kontrol berisiko tinggi. 

Cross-functional collaboration menjadi kebutuhan. Pajak, hukum, data, teknologi, layanan, dan 
komunikasi harus bekerja bersama. 

Public value menjadi ukuran utama. Data digunakan untuk meningkatkan layanan dan keadilan, bukan 
hanya efisiensi internal. 

Accountability harus mengikuti decision chain. Jika algoritma membantu keputusan, tanggung jawab 
tidak berpindah ke mesin atau vendor. 

Change management perlu mengakui bahwa transformasi mengubah identitas pekerjaan. Pegawai 
membutuhkan dukungan untuk peran baru. 

Manajemen risiko juga harus melihat systemic risk. Ketergantungan pada sistem inti membuat 
resilience sangat penting. 

Big Data pada akhirnya menuntut organisasi publik menjadi learning organization yang mampu 
menguji, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan berdasarkan evidence. 

30. Implikasi bagi Pendidikan Tinggi dan Ilmu Manajemen 
Pendidikan manajemen perlu mengikuti perubahan administrasi publik. Mahasiswa pajak dan 

manajemen tidak cukup mempelajari tarif dan formulir; mereka perlu memahami data architecture, 
analytics, governance, dan service design. 

Data literacy harus menjadi kompetensi dasar. Mahasiswa perlu mampu membaca dashboard, 
memahami sampling, korelasi, bias, dan uncertainty. 

Kurikulum dapat menggunakan kasus Coretax untuk mempelajari digital transformation, change 
management, dan public sector innovation. 

Topik data governance menghubungkan manajemen dengan etika, hukum, dan teknologi. Mahasiswa 
belajar bahwa keputusan data memiliki implikasi pada hak warga. 
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Analytics project dapat menggunakan data sintetis agar privasi terjaga. Mahasiswa dapat membangun 
risk model sederhana lalu menganalisis false positive dan fairness. 

Program S2/S3 dapat meneliti dampak digitalisasi pada kepatuhan, trust, dan administrative burden. 

Interdisciplinary learning antara akuntansi, manajemen, sistem informasi, hukum, dan kebijakan 
publik semakin penting. 

Perguruan tinggi juga dapat menjadi evaluator independen transformasi pemerintah melalui riset dan 
policy brief. 

Dengan demikian, Big Data bukan hanya topik teknologi, tetapi bidang baru dalam manajemen publik 
yang membutuhkan pemahaman sistemik. 

31. Agenda Penelitian 
Agenda penelitian pertama adalah mengukur dampak Coretax terhadap compliance cost, error rate, 

dan waktu layanan. Data sebelum-sesudah dapat memberikan evidence perubahan. 

Kedua, penelitian dapat menilai kualitas data pada berbagai sumber dan faktor organisasi yang 
menentukan perbaikan. 

Ketiga, studi fairness pada risk model dapat menguji apakah false positive berbeda antarsegmen. 

Keempat, eksperimen prefilling dapat mengukur apakah otomatisasi meningkatkan akurasi atau 
hanya memindahkan error dari wajib pajak ke sumber data. 

Kelima, penelitian privacy perception dapat melihat bagaimana penggunaan third-party data 
memengaruhi trust. 

Keenam, studi interoperability dapat memetakan friction akibat definisi data yang berbeda 
antarinstansi. 

Ketujuh, penelitian organisasi dapat menilai perubahan kompetensi dan job design setelah Big Data 
adoption. 

Kedelapan, studi tax gap dapat menggabungkan administrative microdata dan metode ekonometrik. 

Kesembilan, penelitian UMKM dapat melihat apakah jejak digital meningkatkan formalization dan 
akses pembiayaan. 

Kesepuluh, comparative study dapat membandingkan Indonesia dengan administrasi lain dalam Tax 
Administration 3.0. 

Kesebelas, penelitian governance dapat menguji efektivitas model federated data ownership. 

Keduabelas, studi longitudinal diperlukan untuk mengukur hubungan data-driven administration 
dengan trust dan voluntary compliance. 

32. Kesimpulan 
Big Data sedang mengubah administrasi perpajakan dari sistem berbasis dokumen dan verifikasi 

periodik menjadi organisasi yang semakin mampu bekerja dengan data terintegrasi, cepat, dan kaya 
konteks. Transformasi ini menawarkan peluang besar bagi Indonesia, terutama setelah implementasi 
Coretax DJP sebagai sistem inti administrasi perpajakan. 
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Namun Big Data bukan sinonim dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Nilainya 
terletak pada kualitas, governance, dan kemampuan mengubah data menjadi tindakan yang tepat. Lima 
dimensi—volume, velocity, variety, veracity, dan value—harus dikelola secara seimbang. 

Penggunaan data dapat memperbaiki compliance risk management, fraud detection, prefilling, 
pelayanan, forecasting, dan evaluasi kebijakan. Pada saat yang sama, integrasi data meningkatkan risiko 
privacy, cybersecurity, bias, dan over-surveillance. 

Karena itu masa depan administrasi pajak harus mengikuti prinsip data-to-trust. Data dikumpulkan 
secara sah, distandarkan, diverifikasi, dianalisis, dan digunakan secara proporsional. Wajib pajak harus 
dapat memperbaiki data yang salah dan memperoleh proses yang adil. 

Tax Administration 3.0 memberikan arah menuju sistem yang lebih seamless dan tertanam dalam 
natural systems. Indonesia dapat bergerak ke arah ini secara bertahap, dengan Coretax sebagai fondasi 
dan Big Data sebagai capability inti. 

Prioritas terdekat adalah data quality, governance, security, interoperability, dan kompetensi SDM. AI 
dan automation sebaiknya berkembang setelah fondasi tersebut cukup matang. 

Keberhasilan transformasi tidak diukur dari ukuran database atau jumlah dashboard. Ukurannya 
adalah apakah compliance burden turun, tax gap membaik, pelayanan lebih cepat, keputusan lebih tepat, 
dan trust meningkat. 

Pada akhirnya, administrasi pajak yang data-driven harus tetap human-governed. Data memperkuat 
kapasitas negara, tetapi legitimacy tetap berasal dari fairness, accountability, dan kualitas pelayanan 
publik. 

Matriks Strategis Big Data dalam Administrasi Perpajakan 
Area Use Case Manfaat Risiko Kontrol Utama 

Data inti Single taxpayer view 
Pelayanan dan 
analitik 
terintegrasi 

Salah integrasi 
identitas 

MDM, entity 
resolution 

Third-party data 
Prefilling & 
verification 

Beban kepatuhan 
turun 

Data sumber 
salah 

Traceability, 
correction 

Risk analytics Case selection 
Pengawasan 
tepat sasaran 

Bias, false 
positive 

Validation, 
human review 

Fraud Network analytics 
Deteksi skema 
kompleks 

Guilt by 
association 

Evidence 
verification 

Pelayanan Journey analytics Perbaikan UX 
Profiling 
berlebihan 

Purpose 
limitation 

Forecasting 
Nowcasting 
penerimaan 

Kebijakan lebih 
responsif 

Model error 
Backtesting, 
scenario analysis 

Interoperability API pemerintah 
Once-only 
principle 

Cyber risk 
API security, 
access control 
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AI 
Predictive/generative 
tools 

Produktivitas Hallucination/bias 
Responsible AI 
governance 

Kerangka “Data-to-Trust Tax Administration” 

Tahap 1 - Collect responsibly 
Data dikumpulkan berdasarkan tujuan yang sah, proporsional, dan transparan. 

Tahap 2 - Standardize and validate 
Data distandarkan, dideduplicasi, direkonsiliasi, dan diberi metadata. 

Tahap 3 - Integrate securely 
Data dihubungkan melalui identitas dan API yang aman dengan prinsip least privilege. 

Tahap 4 - Analyse proportionally 
Analytics dan AI digunakan sesuai tingkat risiko dan kebutuhan administrasi. 

Tahap 5 - Act fairly 
Insight diterjemahkan menjadi layanan atau enforcement dengan human oversight. 

Tahap 6 - Learn and correct 
Outcome dipantau, error diperbaiki, model diperbarui, dan kebijakan dievaluasi. 

Tahap 7 - Build trust 
Keberhasilan diukur melalui kepatuhan, efisiensi, fairness, privacy, dan kepercayaan publik. 

Glossarium 
API (Application Programming Interface): Antarmuka terstandar yang memungkinkan sistem saling 
bertukar data atau layanan. 

Big Data: Lingkungan data dengan skala, kecepatan, keragaman, dan kompleksitas tinggi yang 
memerlukan teknologi serta governance khusus. 

Compliance risk management: Pendekatan untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan 
menangani risiko ketidakpatuhan. 

Coretax DJP: Sistem inti administrasi perpajakan DJP yang mengintegrasikan proses registrasi, 
pelaporan, pembayaran, pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan. 

Data catalog: Inventaris metadata yang menjelaskan dataset, definisi, sumber, owner, dan 
penggunaannya. 

Data governance: Kerangka hak keputusan, peran, standar, dan kontrol untuk pengelolaan data. 

Data lake: Repositori yang menyimpan data dalam format asli untuk berbagai kebutuhan analitik. 

Data lineage: Rekam jejak asal, transformasi, dan penggunaan data. 

Data quality: Tingkat akurasi, kelengkapan, konsistensi, ketepatan waktu, validitas, dan keunikan data. 
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Data warehouse: Repositori data terstruktur yang dioptimalkan untuk reporting dan analytics. 

Entity resolution: Proses menentukan apakah record berbeda merujuk pada orang atau entitas yang 
sama. 

Interoperabilitas: Kemampuan sistem atau organisasi bertukar dan menggunakan data secara 
konsisten. 

Master data management: Pengelolaan data referensi inti agar definisi dan identitas konsisten di 
seluruh sistem. 

Network analytics: Analisis hubungan antarentitas menggunakan struktur graph atau jaringan. 

Once-only principle: Prinsip bahwa pengguna tidak diminta memberikan data yang sama berulang kali 
jika pemerintah sudah memilikinya secara sah. 

Prefilling: Pengisian otomatis sebagian data pada formulir pajak berdasarkan informasi yang telah 
tersedia. 

Tax gap: Selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dibayar dan yang benar-benar dibayar tepat 
waktu. 

Tax Administration 3.0: Visi OECD tentang administrasi pajak digital yang semakin seamless dan 
terintegrasi dengan natural systems wajib pajak. 

Third-party data: Data yang diperoleh dari pihak selain wajib pajak, seperti pemberi kerja, bank, 
platform, atau lembaga lain. 

Zero trust: Pendekatan keamanan yang selalu memverifikasi akses dan menerapkan least privilege 
tanpa asumsi kepercayaan otomatis. 
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Catatan Aktualisasi 
Artikel ini menggunakan perkembangan kebijakan dan praktik yang tersedia hingga Agustus 2026. Konteks 
Indonesia mengacu pada implementasi Coretax DJP sejak 1 Januari 2025 dan regulasi terkait sistem inti 
administrasi perpajakan. Kerangka internasional terutama merujuk pada OECD Tax Administration 3.0 
serta publikasi OECD tahun 2025 mengenai transformasi digital dan administrasi pajak. Karena teknologi, 
keamanan siber, dan kebijakan data berkembang cepat, rincian operasional perlu selalu diverifikasi pada 
sumber resmi terbaru. 

Lampiran Analitis: Isu Strategis Implementasi Big Data 

33. Data Sovereignty, Cloud, dan Ketahanan Infrastruktur 
Pengelolaan Big Data perpajakan semakin berhubungan dengan pilihan arsitektur cloud, pusat data, 

dan lokasi pemrosesan. Isu ini tidak semata teknis, karena data perpajakan merupakan salah satu aset 
informasi paling sensitif yang dimiliki negara. Pertanyaan mengenai siapa yang mengoperasikan 
infrastruktur, di mana data disimpan, siapa yang dapat mengakses, dan bagaimana negara 
mempertahankan kemampuan beroperasi saat terjadi gangguan menjadi bagian dari data sovereignty. 

Cloud computing menawarkan skalabilitas, elastisitas, dan kemampuan analitik yang sulit dicapai 
dengan infrastruktur tradisional. Beban transaksi dapat meningkat tajam menjelang batas pelaporan, 
sehingga kapasitas dinamis memiliki nilai tinggi. Namun ketergantungan pada satu penyedia dapat 
menciptakan vendor lock-in dan concentration risk. 

Strategi hybrid atau multi-environment dapat dipertimbangkan berdasarkan klasifikasi data dan 
workload. Data sangat sensitif mungkin memerlukan kontrol lebih ketat, sedangkan workload analitik 
tertentu dapat memanfaatkan resource elastis. Yang utama adalah arsitektur mengikuti risk assessment, 
bukan tren teknologi. 

Data sovereignty juga membutuhkan exit strategy. Kontrak harus memastikan data dapat 
dipindahkan, format tidak proprietary, dan pengetahuan operasional tidak sepenuhnya berada pada 
vendor. Pemerintah perlu mempertahankan kompetensi internal untuk mengawasi arsitektur. 

https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002
https://doi.org/10.1016/j.joep.2004.03.003
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Business continuity menjadi perhatian. Gangguan pusat data, serangan siber, atau kegagalan jaringan 
tidak boleh menghentikan fungsi kritis. Redundancy, backup, disaster recovery, dan exercise berkala 
merupakan syarat. 

Cloud security perlu menggunakan encryption, key management, logging, dan identity control yang 
setara atau lebih kuat daripada sistem on-premise. Shared responsibility model harus dipahami oleh 
seluruh pihak. 

Pada akhirnya, sovereign capability bukan berarti semua teknologi harus dibangun sendiri. Artinya 
negara memiliki kontrol yang cukup atas data, keputusan, risiko, dan kemampuan berpindah jika kondisi 
berubah. Big Data perpajakan membutuhkan fleksibilitas teknologi sekaligus ketahanan institusional. 

34. Data Standards dan Bahasa Bersama Administrasi Pajak 
Salah satu hambatan paling sulit dalam integrasi bukan teknologi, melainkan perbedaan makna. Dua 

sistem dapat sama-sama memiliki kolom “omzet”, tetapi definisi, periode, atau perlakuannya mungkin 
berbeda. Data standards menciptakan bahasa bersama agar pertukaran informasi tidak hanya berhasil 
secara teknis tetapi juga semantik. 

Standar mencakup format tanggal, mata uang, identitas, kode wilayah, klasifikasi industri, status 
wajib pajak, dan definisi transaksi. Reference data perlu dikelola secara terpusat atau melalui governance 
yang jelas agar perubahan tidak menghasilkan inkonsistensi. 

Common data model membantu menyatukan data dari banyak sumber. Setiap field memiliki definisi 
bisnis, tipe, validasi, dan mapping ke sumber. Hal ini memudahkan API, analytics, dan audit. 

Standar juga penting dalam hubungan dengan pihak swasta. Jika software akuntansi dan platform 
menggunakan schema berbeda, biaya integrasi meningkat. Open standards memungkinkan ecosystem 
berkembang tanpa ketergantungan pada satu vendor. 

Machine-readable tax rules pada masa depan akan semakin membutuhkan standardisasi. Software 
perlu memahami konsep pajak secara konsisten agar dapat melakukan perhitungan atau validation 
otomatis. 

Governance perubahan standar harus hati-hati. Perubahan kode atau schema dapat berdampak pada 
banyak sistem. Versioning, backward compatibility, dan transition period diperlukan. 

Metadata merupakan pelengkap. Data tanpa metadata mudah disalahgunakan karena pengguna tidak 
mengetahui konteks, periode, atau batas interpretasi. 

Dalam perspektif manajemen, standardisasi dapat tampak membatasi fleksibilitas unit, tetapi 
manfaat lintas organisasi jauh lebih besar. Bahasa data yang konsisten menurunkan biaya koordinasi dan 
memungkinkan analitik nasional yang lebih akurat. 

Dengan demikian, transformasi Big Data membutuhkan investasi pada hal-hal yang tidak selalu 
terlihat oleh pengguna. Standar adalah infrastruktur tak kasatmata yang membuat seluruh ekosistem 
dapat bekerja secara konsisten. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Big Data dan Transformasi Administrasi Pajak Indonesia 
 
 
 

27 

35. Analitik Perilaku dan Nudge Berbasis Data 
Big Data tidak hanya membantu mendeteksi ketidakpatuhan, tetapi juga memahami friksi perilaku. 

Banyak wajib pajak terlambat atau salah bukan karena niat menghindar, melainkan karena lupa, 
kebingungan, atau proses yang sulit. Behavioral analytics dapat membantu memilih intervensi yang lebih 
ringan sebelum enforcement. 

Data historis dapat menunjukkan kapan kesalahan paling sering terjadi, bagian formulir mana yang 
membingungkan, atau jenis reminder apa yang efektif. Administrasi kemudian dapat melakukan nudge 
berupa notifikasi, checklist, atau penjelasan yang relevan. 

Eksperimen terkontrol dapat membandingkan pesan yang berbeda. Misalnya, reminder sederhana 
dibandingkan pesan yang menyertakan langkah konkret. Outcome seperti filing rate dan time-to-file dapat 
diukur. Dengan cara ini kebijakan komunikasi menjadi evidence-based. 

Namun behavioral personalization harus memiliki batas etika. Pemerintah tidak seharusnya 
menggunakan teknik manipulatif atau data pribadi yang tidak relevan untuk meningkatkan kepatuhan. 
Nudge harus transparan dan membantu pengguna mengambil keputusan yang memang diwajibkan 
hukum. 

Segmentasi juga perlu berhati-hati agar tidak memberi label negatif permanen. Wajib pajak yang 
pernah terlambat tidak selalu berisiko tinggi selamanya. Model harus memberi ruang perubahan perilaku. 

Data log digital dapat menunjukkan cognitive load. Jika pengguna kembali ke halaman yang sama 
berkali-kali atau meninggalkan proses, desain dapat diperbaiki. Ini mengubah analytics dari alat 
mengawasi warga menjadi alat mengawasi kualitas pelayanan pemerintah sendiri. 

Nudge yang efektif dapat menurunkan biaya enforcement. Reminder otomatis jauh lebih murah 
daripada penagihan formal. Wajib pajak juga mengalami proses yang lebih bersahabat. 

Dengan demikian, behavioral analytics merupakan contoh penggunaan Big Data yang seimbang 
antara service dan compliance. Fokusnya adalah membuat tindakan patuh menjadi lebih mudah, bukan 
hanya membuat ketidakpatuhan lebih mudah dideteksi. 

36. Data Sharing dengan Lembaga Keuangan dan Platform Digital 
Ekonomi modern membuat lembaga keuangan dan platform digital menjadi simpul informasi penting. 

Mereka mengelola transaksi, pembayaran, penjualan, dan identitas pengguna. Integrasi tertentu dapat 
mendukung administrasi pajak, tetapi hubungan ini perlu dirancang sebagai ecosystem governance, 
bukan sekadar kewajiban menyerahkan data. 

Pertama, standar pelaporan harus jelas. Data yang diminta perlu memiliki definisi, periode, format, 
dan mekanisme koreksi. Ketidakjelasan meningkatkan biaya compliance pihak ketiga dan menurunkan 
kualitas. 

Kedua, secure channel harus digunakan. API dengan authentication dan encryption dapat lebih andal 
daripada pertukaran file manual, tetapi membutuhkan monitoring dan incident handling. 

Ketiga, data minimization penting. Platform tidak perlu menyerahkan semua data pengguna jika hanya 
subset tertentu yang relevan. Prinsip ini mengurangi risiko keamanan dan biaya. 

Keempat, feedback loop meningkatkan kualitas. Jika administrasi menemukan mismatch sistematis, 
penyedia perlu mengetahui agar sumber diperbaiki. Hubungan satu arah membuat error berulang. 
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Kelima, governance harus menangani perubahan model bisnis. Platform digital dapat 
memperkenalkan fitur baru yang mengubah struktur transaksi. Schema pelaporan harus adaptif. 

Bagi wajib pajak, integrasi perlu menghasilkan manfaat nyata. Data yang sudah dilaporkan platform 
dapat digunakan untuk prefilling atau reconciliation sehingga pengguna tidak melakukan pekerjaan ganda. 

Risiko competitive neutrality juga perlu dipertimbangkan. Kewajiban data jangan hanya mudah 
dipenuhi platform besar sehingga menjadi hambatan bagi pemain kecil tanpa dukungan teknis. 

Pada akhirnya, third-party reporting yang efektif membutuhkan kepercayaan antara administrasi, 
penyedia data, dan masyarakat. Governance yang jelas membuat data lebih akurat sekaligus menjaga 
proportionality. 

37. Open Data, Transparansi, dan Batas Kerahasiaan Pajak 
Administrasi perpajakan memiliki banyak data yang bernilai bagi penelitian dan kebijakan, tetapi 

sebagian besar dilindungi kerahasiaan. Tantangan manajerial adalah membangun transparansi publik 
tanpa membuka informasi individual. 

Open data dapat berupa statistik agregat mengenai jumlah wajib pajak, penerimaan, sektor, wilayah, 
atau perilaku kepatuhan. Data semacam ini membantu peneliti, pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan 
masyarakat memahami sistem fiskal. 

Aggregation dan disclosure control harus mencegah re-identification. Pada kelompok kecil, angka 
agregat masih dapat mengungkap identitas secara tidak langsung. Threshold publikasi dan suppression 
rules diperlukan. 

Synthetic data dapat menjadi alternatif untuk penelitian atau pendidikan. Dataset dibuat menyerupai 
pola statistik asli tanpa mewakili individu nyata. Namun synthetic data memiliki keterbatasan dan tidak 
selalu cocok untuk inferensi kebijakan. 

Secure research environment memungkinkan peneliti terakreditasi mengakses microdata dengan 
kontrol ketat tanpa memindahkan data. Output diperiksa sebelum keluar. Model ini menyeimbangkan 
manfaat penelitian dan kerahasiaan. 

Transparansi juga mencakup metadata dan methodology. Publik perlu tahu bagaimana statistik 
dihitung agar tidak salah interpretasi. 

Open data dapat meningkatkan accountability karena masyarakat dapat melihat pola penerimaan dan 
outcome administrasi. Namun transparansi agregat berbeda dari membuka data personal. 

Dalam pendidikan tinggi, akses ke data berkualitas mendukung riset perpajakan yang lebih relevan. 
Kolaborasi dengan pemerintah dapat menghasilkan evidence untuk kebijakan. 

Dengan demikian, Big Data tidak selalu harus tertutup. Prinsipnya adalah membuka sebanyak 
mungkin informasi yang aman dan berguna, sambil melindungi kerahasiaan individu secara ketat. 

38. Pengadaan Teknologi, Vendor Risk, dan Kapabilitas Internal 
Transformasi Big Data membutuhkan teknologi yang kompleks dan sering melibatkan vendor. 

Pemerintah harus mengelola hubungan ini secara strategis agar tidak kehilangan kontrol atas aset dan 
pengetahuan kritis. 
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Pengadaan tradisional yang berfokus pada spesifikasi tetap kurang cocok untuk teknologi yang 
berkembang cepat. Kontrak perlu memberi ruang iterasi sambil menetapkan outcome, security, 
interoperability, dan auditability. 

Vendor lock-in terjadi ketika data, workflow, atau model hanya dapat digunakan dalam platform 
tertentu. Open format, API, dan portability perlu menjadi persyaratan sejak awal. 

Intellectual property dan data ownership harus jelas. Data wajib pajak tetap berada di bawah kontrol 
negara dan tidak boleh digunakan vendor untuk tujuan lain. 

Supply-chain security menjadi semakin penting. Komponen software pihak ketiga dapat membawa 
vulnerability. Software bill of materials dan patch management dapat membantu. 

Pemerintah juga harus mempertahankan technical capability internal. Jika seluruh knowledge berada 
pada vendor, institusi sulit menilai kualitas atau melakukan transisi. Tim internal perlu memahami 
arsitektur, data model, dan operasi. 

Performance contract harus memiliki SLA yang mencakup availability, recovery, response time, dan 
security incident. Penalti semata tidak cukup; mekanisme remediation lebih penting. 

Independent audit dapat digunakan untuk komponen berisiko tinggi. Vendor juga perlu mengikuti data 
governance organisasi, bukan membuat aturan sendiri. 

Strategi terbaik bukan anti-vendor atau build-everything. Pemerintah perlu menentukan capability 
mana yang sovereign dan harus dikuasai internal, serta mana yang efisien diperoleh dari pasar. 
Keseimbangan ini menentukan ketahanan transformasi jangka panjang. 

39. Kerangka Keputusan: Kapan Big Data Memberi Nilai? 
Tidak semua persoalan administrasi memerlukan Big Data. Sebelum membangun pipeline baru, 

organisasi perlu menjawab beberapa pertanyaan. Apakah masalah benar-benar membutuhkan data 
tambahan? Apakah sumber data memiliki kualitas cukup? Apakah tindakan berdasarkan insight dapat 
dilakukan? Apakah manfaat lebih besar daripada biaya dan risiko? 

Use case yang baik memiliki decision linkage yang jelas. Misalnya, jika data membantu memilih kasus 
audit, harus ada proses yang menggunakan skor tersebut. Dashboard yang menarik tetapi tidak 
memengaruhi keputusan hanya menambah information overload. 

Value dapat diukur dalam beberapa bentuk: revenue protected, waktu pegawai yang dihemat, 
pengurangan error, penurunan compliance burden, atau peningkatan trust. Tidak semua manfaat harus 
moneter. 

Feasibility mencakup data availability, legal basis, technical readiness, dan skill. Use case bernilai 
tinggi tetapi data belum siap mungkin perlu menunggu. 

Risk mencakup privacy, fairness, security, dan reputational impact. Use case high-risk membutuhkan 
kontrol lebih kuat atau alternatif yang lebih sederhana. 

Pilot dapat menguji asumsi sebelum investasi besar. Minimum viable data product sering lebih 
berguna daripada platform besar yang selesai setelah kebutuhan berubah. 

Post-implementation review menilai apakah manfaat benar-benar tercapai. Jika tidak, sistem dapat 
dihentikan. Sunsetting merupakan bagian sehat dari portfolio management. 
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Kerangka value-feasibility-risk membantu organisasi menghindari data maximalism. Transformasi 
yang matang tidak diukur dari berapa banyak data yang diproses, tetapi dari seberapa baik data membantu 
keputusan yang sah dan bernilai. 

Pendekatan ini juga menjaga disiplin fiskal. Big Data membutuhkan investasi besar, sehingga setiap 
use case harus menunjukkan kontribusi pada outcome administrasi atau pelayanan. 

40. Refleksi Akhir: Dari Data Besar menuju Keputusan yang Lebih Bijaksana 
Big Data memberi administrasi pajak kemampuan yang tidak tersedia pada era kertas. Negara dapat 

melihat pola lebih cepat, menghubungkan informasi lebih luas, dan merespons risiko secara lebih presisi. 
Namun kemampuan observasi yang lebih besar tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang lebih 
bijaksana. 

Kebijaksanaan institusional muncul ketika data ditempatkan dalam konteks hukum, ekonomi, dan 
manusia. Angka tidak menjelaskan seluruh realitas. Wajib pajak memiliki situasi yang kompleks, dan 
hubungan statistik tidak selalu berarti pelanggaran. 

Karena itu data-driven tidak boleh berarti data-determined. Data memberi evidence, sementara 
keputusan tetap membutuhkan prinsip, judgment, dan accountability. Human oversight terutama penting 
pada tindakan yang berdampak besar. 

Transformasi administrasi pajak Indonesia berada pada titik penting. Coretax dapat menjadi fondasi 
untuk integrasi yang lebih baik, tetapi perjalanan menuju Tax Administration 3.0 membutuhkan konsistensi 
bertahun-tahun. Data quality, interoperability, cybersecurity, dan SDM mungkin tidak terlihat spektakuler, 
tetapi justru menentukan keberhasilan. 

Masyarakat akan menilai transformasi dari pengalaman: apakah sistem lebih mudah, apakah 
kesalahan lebih sedikit, apakah layanan cepat, dan apakah keputusan adil. Jika Big Data hanya 
memperbesar kemampuan pengawasan tanpa memperbaiki pelayanan, trust dapat menurun. 

Sebaliknya, jika data digunakan untuk prefilling, pencegahan error, simplifikasi, dan enforcement yang 
lebih tepat, teknologi dapat memperkuat kontrak fiskal. Wajib pajak melihat negara lebih kompeten 
sekaligus lebih fair. 

Masa depan administrasi pajak karena itu bukan sekadar “lebih banyak data”. Masa depan adalah 
kemampuan memilih data yang benar, mengelolanya secara bertanggung jawab, dan mengubahnya 
menjadi keputusan yang meningkatkan public value. Dalam pengertian itulah Big Data menjadi bagian dari 
transformasi manajemen negara. 


